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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh
1. Geografi dan Geomorfologi
Letak geografis Kota Banda Aceh antara 05°16°15” — 05°36°16” LU dan
95°16°15” — 95°22°35” BT. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut,
yang terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah 61, 36 km®.
- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh
Besar
- Barat : Kecamatan Peukan Bada,’/Kab Aceh Besar dan Samudera India
- Timur :Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kab.
Aceh Besar
Adapun wilayah administrasi Kota Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan
90 gampong dengan pembagian luas tiap kecamatan adalah, Kecamatan Meuraxa
luas 7,258 km2; Jaya Baru luas 3,780 km2, Banda Raya seluas 4789 km2,
Baiturrahman seluas 4539 km2, Lueng Bata seluas 5341 km2, Kuta Alam seluas
10.341 km2, Kuta Radja seluas 5211 km2, Syiah Kuala seluas 14,244 km2, Ulee
Kareng seluas 6150 km?2.
Adapun jumlah gampong di Kota Banda Aceh 90 gampong terdiri dari
Kecamatan Meuraxa sebanyak 16 gampong, Kecamatan Jaya Baru 9 gampong,

Banda Raya 10 gampong, Baiturrahman 10 gampong, Lueng Bata 9 gampong,
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Kuta Alam 11 gampong, Kuta Radja 6 gampong, Syiah Kuala 10 gampong, Ulee
Kareng 9 gampong.

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas
formasi batuan vulkanis terlier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breuh),
formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (disepanjang Kr. Aceh), formasi
batuan kapur (dibagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian
selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. |

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi
menjadi :

1. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari. Kecamatan Kuta Alam

hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja

2. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa

Sedangkan daerah yang termasuk pedataran sampai dengan elevasi
ketinggian 0 hingga lebih dari“*10'm, kemiringan lereng 0 —~ 2 % terletak antara
muara-muara sungai dan perbukKitan.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari
endapan sistem marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan
endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini
dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan
berupa jalur-jalur beting pasir resen an subresen. Beting pasir resen berada palimg
dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir,

sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan
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pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan dal/uvial/koluvial dari daerah
sekitarnya.
2. Geomorfologi

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang
dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan
merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Kota Banda Aceh diapit oleh dua
patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam,
sehingga Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen
membentuk suatu Graben. Ini menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di pulau
Sumatera dan kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh, dan kedua patahan yang
merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di sebelah
Tenggara, sehingga dataran Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang
berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.

3. Geologi

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang
dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan
merupakan-daerah rawan gempa dan longsor.

Pada Gambar 2 di bawah ini, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh diapit
oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan
Darussalam, sehingga Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak
Pilosen membentuk suatu Graben. Ini menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko
di pulau Sumatera dan kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh, dan kedua

patahan yang merupakan Sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16341 969.pdf

pegunungan di sebelah Tenggara, sehingga dataran Banda Aceh merupakan
batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya.
4. Topografi
Secara geologi Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari

luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang
dari 10 meter dari permukaan laut. Kearah hulu dataran ini menyempit dan
bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini
diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih
dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pad Gambar 3 berikut ini,
5. Klimatologi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Meteroroligi Blang Bintang
menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki suhu udara rata-rata bulanan berkisar
antara 26,9° C dengan tekanan1.009,6 milibar. Sedangkan untuk suhu terendah
dan tertinggi bervariasi antara25,4° C hingga 26,1° C dan 27,5 hingga 28,3° C.

Kelembaban udara dari data tahun 2008 berkisar antara 69% - 85%.
Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan
September; kecepatan angin bertiup antara 4,5 — 5,2 knots. Grafik 1 di bawah ini
memperlihatkan grafik perkembangan kondisi klimatologis Kota Banda Aceh
selama setahun yang meliputi tekanan udara rata-rata, suhu udara rata-rata,
kelembaban nisbi rata-rata dan kecepatan angin rata-rata.

6. Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara dan Organisasi
Pemerintahan)
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Pembagian wilayah administrasi Kota Banda Aceh pada tahun 2009
terbagi menjadi 9 Kecamatan, dan 90 Gampong. Pelaksanaan otonomi daerah
memberikan kesempatan yang luas bagi aparat di daerah untuk menunjukkan
kinerjanya dalam melayani masyarakat. Oleh karenanya kesiapan aparat dan
infrastruktur pendukung sangat diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan
daerah yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sesuai dengan
semangat otonomi daerah.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah daerah dituntut untuk membentuk
birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yaitu efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi,
rentang kendali, koordinasi, dan beban kerja. .Dalam hal ketatalaksanaan,
pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang murah,
mudah, cepat, sederhana, transparan, terjangkau dan memiliki kepastian hukum.

Atas dasar semangat otonomi daerah dan tuntutan masyarakat, Pemerintah
Kota Banda Aceh melaksanakan program-program pemberdayaan aparat dan
organisasi pemerintahan, diantaranya: program penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan, ' program pengembangan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, program peningkatan sarana dan prasarana aparat pemerintah,
program peningkatan SDM aparatur pemerintah dan lain-lain.

7.  Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh terdiri dari seorang

Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) bagian. Asisten yang menjadi

penjabat pada saat ini yaitu, Sekretaris Daerah Ir. Zahruddin, M.Si, dibantu oleh
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tiga Asisten yaitu Asisten Pemerintahan Drs. Tarmizi Yahya, Asisten
Administrasi Drs. Amiruddin Thahir, MM, Asisten Keistimewaan Aceh
Drs. Ramli Rasyid, M.Si, M.Pd.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banda Aceh, dibantu oleh 8
(delapan) Bagian yang pada saat ini yang menjadi pejabat adalah, Kabag Tata
Pemerintahan Drs. T. Samsuar, M.Si, Kepala Bagian Hukum Muchlis, SH. Kabag
Keistimewaan Aceh Zahroel Fauzi, Kabag Administrasi Pembangunan M. Nurdin
S.Sos, Kabag Administrasi Perekonomian Drs. H.T. Bustari, Kabag Humas Drs.
Mahdi, Kabag Umum Rosdi ST, Kabag Organisasi Drs. Dwi Putrasyah.

Adapun jumlah aparatur pemerintah sebagai’ pelaksana pemerintahan di
Sekretariat Kota Banda Acehdapat dirinci sebagai berikut :

I. Bagian Umum sebanyak 72 orang,
2. Bagian Humas sebanyak 16 orang,
3. Bagian Perekonomian sebanyak 13 orang,
4. Bagian Keistimewaan sebanyak 13 orang,
5. Bagian Organisasi sebanyak 13 orang
6. Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 20 orang,
7. Bagian Pemerintahan sebanyak 19 orang,
8. Bagian Hukum sebanyak 15 orang.
Struktur organisasi Sekretariat Kota Banda Aceh,
1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
a. Bagian Tata Pemerintahan :

1. Subbag Otonomi Daerah,
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2. Subbag Pertanahan dan Penataan Wilayah,
3. Subbag Pemerintahan Mukim dan Gampong.

b. Bagian Hukum :
1. Subbag Perundang-undangan,
2. Subbag Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PNS,
3. Subbag Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan :

a. Bagian Keistimewaan :
1. Subbag Keistimewaan Aceh,
2. Subbag Sosial Keagamaan,
3. Subbag Sosial Kemasyarakatan.

b. Bagian Administrasi Perekonomian :
1. Subbag Perekonomian Daerah,
2. Subbag Perusahaan Daerah dan Ketahanan Pangan,
3. Subbag Energi, Sumberdaya Mineral dan Potensi Daerah.

c. Bagian Administrasi Pembangunan :
1. Subbag Administrasi Pembangunan Infrastruktur,
2. Subbag Administrasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah,
3. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

3. Asisten Administrasi Umum :

a. Bagian Organisasi :

1. Subbag Kelembagaan dan Tata Laksana,

2. Subbag Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan,
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3. Subbag Subbag Kepegawaian.
b. Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) :
1. Subbag Hubungan Kelembagaan dan Media Center,
2. Subbag Propaganda dan Advokasi
3. Subbag Penyiapan Naskah, Pemberitaan dan Dokumentasi.
¢. Bagian Umum :
1. Subbag Tata Usaha dan Sandi,
2. Subbag Rumah Tangga dan Protokoler,
3. Subbag Keuangan.
Adapun tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah adalah :
1. Setda Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, secretariat daerah
mempunyai fungsi«
a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah,
b.« Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah/lembaga daerah,
c.. Pemantauan / evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah,
d. Pembinaan administrasi aparatur Pemerintah Daerah,
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, maka Sekretariat

Daerah mempunyai kewenangan :
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1. Mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh
perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan,

2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data,
merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat,

3. Melaksanakan pembinaan administrasi organisasi ketatalaksanaan aparatur
dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah,

4. Melakukan koordinasi perumusan peraturan’ perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok pemerintahan kota,

5. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

6. Sosial Kemasyarakatan
Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Pemerintahan Aceh merupakan

pusat rujukan dari seluruh sarana kesehatan Kabupaten/kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembangunan dan peningkatan sarana
dan prasarana kesehatan di Kota Banda Aceh saat ini sudah sangat memadai
apalagi dengan adanya bantuan Negara Donor, NGO, BRR, dana APBN dan
APBD, sehingga tahun 2009 jumlah sarana kesehatan di Kota Banda Aceh terdiri
dart Rumah Sakit Umum 2 Unit, 1 Unit Rumah Sakit Ibu dan Anak, 1 Unit
Rumah Sakit Jiwa, 11 Unit Puskesmas Induk, 25 Puskesmas Pembantu, 19

Puskesmas Keliling, 29 Poliklinik Desa dan 112 Posyandu. Dengan banyaknya
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tersedia sarana kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat.

Tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tahun 2009, sebanyak 681 orang,
terdiri dari tenaga medis 63 orang, perawat 215 orang, bian 221 orang, tenaga
farmasi 39 orang, tenaga gizi 23 orang, teknisi media 63 orang, tenaga sanitasi 29
29 orang, tenaga Kesmas 70 orang. Tenaga kesehatan tersebut telah terdistribusi
secara merata sesuai dengan jenis pendidikannya.

Tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tahun 2009 sebanyak 741 orang,
terdiri dari dokter umum sebanyak 41 orang, dokter spesialis 11 orang, dokter gigi
11 orang, bidan 221 orang, perawat 215 orang, perawat gigi 35 orang, gizi
sebanyak 23 orang, farmasi 39 orang, sanitasi 29 orang, analis lab 30 orang,
elektromedik 6 orang, anestesi 5 orang, fisioterapis, kesehatan masyarakat 70
orang.

Angka bharapan hidup. adalah suatu angka yang mengisyaratkan
kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Pada tahun 2008 umur harapan
hidup penduduk.Indonesia 70,5 tahun dan umur harapan hidup penduduk Provinsi
Pemerintah: Aceh 69 tahun, sedangkan umur harapan hidup Kota Banda Aceh 65,5
tahun. Upaya nasional tahun 2010 umur harapan hidup penduduk Indonesia
ditargetkan mencapai 67,9 tahun dan pada periode 2020-2025 menjadi 73,6 tahun.

Secara nasional kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih jauh
dari keadaan yang diharapkan karena masih tingginya jumlah ibu dan bayi yang
meninggal. Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu ( AKI ) yang tertinggi

diantara Negara-negara ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup dan
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Angka Kematian Bayi ( AKB ) 35 per 1000 kelahiran hidup. Di provinsi NAD
tahun 2006 Angka Kematian Ibu ( AKI ) 224 per 100.000 kelahiran hidup,
sedangkan Angka Kematian Bayi ( AKB ) sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh tahun 2009 sebanyak 85 per 100.000
bila dibandingkan dengan tahun 2007 maka AKI di Kota Banda Aceh terjadi
penurunan sekitar 41%, dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini

Berdasarkan grafik diatas jumlah kelahran hidup di Kota Banda Aceh
3.523 jiwa dan jumlah kematian ibu sebanyak 3 jiwa. Upaya nasional tahun 2010
angka kematian ibu ditargetkan 150 per 100.000 kelahiran™ hidup. Jumlah
kematian bayi di Kota Banda Aceh tahun 2007 diasumsikan terdapat 11 atau 12
kematian per 1.000 kelahiran hidup, sementara upaya nasional 2010 angka
kematian bayi ditargetkan 40 per 1.000 kelahiran bayi.

Di Kota Banda Aceh tahun 2009 terdapat 20 penyakit terbesar yang
dialami penduduk, angka kasus.penyakit tertinggi yaitu infeksi akut pernafasan
atas sebanyak 30.085 dan angka kasus terendah pada penyakit tukak lambung
sebanyak 3.561, selain angka kesakitan 10 kasus tersebut terdapat penyakit
potensial berkembang di masyarakat yang terjadi peningkatan kasus dan dapat
menyebabkan kematian, diantaranya penyakit demam berdarah dengue (DBD)
dan diare.

Perkembangan angka kasus DBD di Kota Banda Aceh dalam 3 tahun
terakhir meningkat pada tahun 2009 sebanyak 313 kasus tersebar di 9 kecamatan,
bila dikonversikan dalam 100.000 penduduk maka diasumsikan 387 per 100.000

penduduk, sementara target 2010 angka kesakitan DBD 2 per 100.000 penduduk.
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Peningkatan kasus DBD terjadi pada akhir tahun 2009 pada bulan September dan
pada bulan November dengan jumlah kematian 4 jiwa (CFR 0,47 %).

Masalah gizi masyarakat merupakan masalah yang perlu mendapat
perhatian terutama gizi anak balita. Pada tahun 2009 jumlah anak balita sebanyak
7.482 orang, balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 70 orang. Bila
dibandingkan pada tahun 2008 mengalami penurunan dari jumlah balita 10.696
yang menderita gizi buruk sebanyak 90 balita, target tahun 2010 persentase balita
dengan gizi buruk 15%.

Tingkat prevalensi (pasangan usia subur yang ikut program KB) dari tahun
2006 cenderung meningkat rata-rata 1,7 % pertahun. Pada tahun 2008 peserta KB
aktif mencapai 6.627 pasangan. Sedangkan pada tahun 2009 pencapaian peserta
KB aktif sebanyak 17.946 pasangan, atau 41.144 jumlah keluarga dengan jumlah
akseptor 16920.

Demikian juga dari_pencapaian peserta KB baru setiap tahunnya
melampaui target dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang diberikan
oleh BKKBN Provinsi NAD. Pada tahun 2009 peserta KB baru dapat dicapai
17.946 pasangan. Pencapaian tersebut di atas tidak terlepas dari peran dan
dukungan ‘para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi KB sebagai
motivator di desa dan juga peran tenaga medis yang ada diklinik-klinik KB.

Adapun permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan belum maksimalnya
sosialisasi/ penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Banda

Aceh.
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Jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2008 sebanyak 217.918 jiwa
dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 112.588 jiwa dan
Jjumlah penduduk perempuan sebanyak 105.330 jiwa, sedangkan pada tahun 2009
jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 212.241 jiwa. Jika dibandingkan
dengan tahun 2008 terjadi penurunan penduduk sebanyak 5677 jiwa.

B. Hasil Penelitian
1. Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa -penerapan azas
transparansi dilaksanakan dalam bentuk :

1. Transparansi Kebijakan,

2. Transparansi Informasi,

3. Transparansi Administrasi,

Sedangkan akuntabilitas dijalankan dalam bentuk :

I. Akuntabilitas Politik.

2. Akuntabilitas Keuvangan.

3. Akuntabilitas Hukum.

Sehubungan dengan penerapan azas transparansi kebijakan telah
diwawancarai Asisten Pemerintahan Tarmizi Yahya menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa transparansi kebijakan telah diterapkan dalam
penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh, walaupun bahwa penerapannya belum optimal,
karena dalam proses suatu kebijakan hanya diikut sertakan pejabat yang
terkait. (Wawancara, 3 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Asisten Keistimewaan Ekonomi dan

Pembangunan Ramli Rasyid menyatakan bahwa :
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Kami menilai bahwa transparansi Informasi dalam penyelenggaraan
administrasi publik (pemerintahan) sudah dilaksanakan melalui Bagian
Hubungan Masyarakat (Humas) dengan menggunakan media massa yang
ada untuk disampaikan berbagai informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Namun penyampaian informasi kepada
publik tersebut belum berjalan secara maksimal. (Wawancara, 4 Oktober
2011).

Pendapat lain disampaikan Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir
menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa penerapan azas transparansi dalam bidang
administrasi dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan)
pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan sesuai
dengan prosedur, namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum
maksimal, masih memerlukan peningkatan agar transparansi administrasi
dapat terselenggara dengan baik (Wawancara, S Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan T.
Samsuar menyatakan bahwa :

Penerapan azas transparanst dalam bidang kebijakan dalam
penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh, kami nilai telah terselenggara sesuai dengan
mekanisme yang ada: Namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum
maksimal, amsih-memerlukan peningkatan agar transparansi kebijakan
dapat terselenggara secara maksimal ( Wawancara, 6 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Kepala Bagian Hukum Mukhlis menyatakan
bahwa :

Penerapan azas transparansi dalam bidang informasi kepada publik dalam
penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh, menurut penilaian kami telah terselenggara dengan baik,
namun diakui bahwa penyelenggaraannya yaitu Bagian Humas belum maksimal,
masih memerlukan peningkatan agar transparansi kebijakan dapat terselenggara
secara maksimal namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi dapat
disampaikan kepada publik secara terbuka karena menyangkut dengan rahasia
Negara dan rahasia jabatan. (Wawancara, 7 Oktober 2011).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16§41969.pdf

Pendapat lain disampaikan Kabag Hubungan Masyarakat (HUMAS),
Mahdi menyatakan bahwa :

Penerapan azas transparansi dalam bidang informasi dalam
penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) pada Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh, telah diselenggarakan secara maksimal yang
ditempuh melalui media massa cetak dan media elektronika, tentang
berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan Kota Banda Aceh.
Namun diakui bahwa penyelenggaraannya belum maksimal. Kami
berupaya agar transparansi informasi dapat terselenggara dengan baik
kepada publik (Wawancara, 10 Oktober 2011).

Dalam penerapan azas akuntabilitas telah diwawancarai Asisten
Administrasi Umum Amiruddin Thahir menyatakan bahwa :

Penerapan azas akuntabilitas telah dilaksapakan dalam bidang politik,
keuangan dan hukum dalam penyelenggaraan administrasi publik (
pemerintahan) pada Sekretariat Daerah  Kota Banda Aceh, telah
diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu akuntabilitas politik
pertanggungan jawaban disampaikan kepada DPRK dan akuntabilitas
keuangan telah disampaikan-pada'BPKP, BPK, Bawasda sesuai dengan
mekanisme yang telah ditentukan. (Wawancara, 11 Oktober 2011).

Dalam penerapan’ azas akuntabilitas telah diwawancarai Asisten
Administrasi Umum Amiruddin Thahir menyatakan bahwa :

Penerapan, azas akuntabilitas telah dilaksanakan dalam bidang politik,
keuangan. dan hokum dalam penyelenggaraan administrasi publik
(pemerintahan) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, telah
diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu akuntabilitas politik
pertanggungan jawaban disampaikan kepada DPRK dan akuntabilitas
keuangan telah disampaikan pada BPKP, BPK, Bawasda sesuai dengan
mekanisme yang telah ditentukan. (Wawancara, 12 Oktober 2011).

Sehubungan dengan penerapan azas akuntabilitas politik telah
diwawancarai Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Sofyan Hidayat

menyatakan bahwa :
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Azas akuntabilitas dalam bidang keuangan sesuai dengan prosedur yang
ada dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) telah
diselenggarakan sesuai dengan prosedur yaitu pertanggunganjawaban
keuangan disampaikan secara terbuka kepada DPRK dan akuntabilitas
keuangan telah disampaikan pada BPKP, BPK, Bawasda (Wawancara, 13
Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Kasubbag Tata Usaha Muhammad Rizal,
menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa azas akuntabilitas dalam bidang keuangan telah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam penyelenggaraan
administrasi publik (pemerintahan) yaitu berupa pertanggungganjawaban
keuangan disampaikan secara terbuka kepada DPRK, BPKP, BPK dan
Bawasda (Wawancara, 14 Oktober 2011).

Sehubungan dengan akuntabilitas dalam Bidang Hukum telah
diwawancarai Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Nurbayati
menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa Azas akuntabilitas dalam bidang hukum telah
dilaksanakan sesuai dengan-mekanisme yang ada dalam penyelenggaraan
administrasi publik-(p€merintahan) yaitu berupa pertanggungganjawaban
secara hukum jika ada panggilan dari Badan Hukum untuk memperjelas
tentang sesuatu._kasus tertentu dalam penyelenggaraan administrasi
keuangan ‘disampaikan secara terbuka dan hukum atau setiap kebijakan
harus disosialisasikan kepada publik sehingga mereka memahami dengan
baik. (Wawancara, 17 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Sulfitra, akademisi Muhammadiyah Aceh
menyatakan bahwa :

Menurut pandangan kami bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik
transparansi  kebijakan, transparansi informasi dan transparansi
administrasi sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
Begitu juga halnya penerapan azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik,
akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum. Namun masih
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memerlukan peningkatan sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat
terlaksana secara maksimal. (Wawancara, 18 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Ali Amin akademisi Muhammadiyah
Aceh menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi
kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi sudah
diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Begitu juga halnya
azas akuntabilitas (akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan
akuntabilitas hukum) juga sudah diterapkan, namun masih memerlukan
penngkatan sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terwujud secara
maksimal. (Wawancara, 19 Oktober 2011).

Tarmizi Gadeng akademisi Muhammadiyah Aceh memberikan pendapat
yang sama, menyatakan bahwa :

Menurut penilaian kami bahwa <Azas’ transparansi dan akuntabilitas
(transparansi  kebijakan, transparansi informasi dan transparansi
administrasi) sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,
tetapi belum optimal. Begitu juga halnya azas akuntabilitas (akuntabilitas
politik, akuntabilitas .kenangan dan akuntabilitas hokum) juga sudah
diterapkan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga
penerapan kedua' azas tersebut dapat terwujud secara maksimal.
(Wawancara, 20 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Bachtari Arhas Tokoh Masyarakat
Banda Aceh menyatakan bahwa :

Menurut pandangan kami, kedua azas transparansi dan akuntabilitas baik
transparansi kebijakan, transparansi informasi maupun transparansi
administrasi, sudah diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh,
tetapi belum optimal. Demikian juga halnya azas akuntabilitas baik
akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hokum, juga
sudah diterapkan. Namun masih memeriukan peningkatan-peningkatan,
sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara
maksimal. (Wawancara, 21 Oktober 2011).
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Pendapat lain disampaikan Said Firdaus Tokoh Masyarakat Banda Aceh
menyatakan bahwa :

Kami menilai bahwa Azas transparansi dan akuntabilitas baik transparansi
dalam bidang kebijakan, transparansi dalam bidang informasi maupun
transparansi administrasi, sudah mulai diterapkan pada Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh. Demikian juga azas akuntabilitas baik akuntabilitas
politik, akuntabilitas keuvangan dan akuntabilitas hokum, juga sudah
diterapkan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan, sehingga
penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal.
(Wawancara, 24 Oktober 2011).

Zainal Arifin Tokoh Masyarakat Banda Aceh juga memberikan pendapat
yang sama, menyatakan bahwa :

Menurut pandangan kami bahwa azas transparansi dan akuntabilitas baik
(transparansi kebijakan, transparansi informasi maupun transparansi
administrasi) sudah mulai diterapkan pada Sekretariat Daerah Kota Banda
Aceh. Begitu juga penerapan azas akuntabilitas baik akuntabilitas politik,
akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas huku, sudah dilaksanakan.
Namun menurut kami masih..memerlukan peningkatan-peningkatan,
sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara
maksimal. (Wawancara, 25 Oktober 2011).

Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa
pada prinsipnya ‘mendukung pendapat tersebut diatas. Bahwa penulis menilai
kedua azas yaitu transparansi dan akuntabilitas baik transparansi kebijakan,
transparansi informasi maupun transparansi administrasi sudah mulai diterapkan
pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Demikian juga penerapan azas
akuntabilitas baik akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas
hukum, sudah dilaksanakan. Namun masih memerlukan peningkatan-peningkatan,
sehingga penerapan kedua azas tersebut dapat terselenggara secara maksimal.

2. Hambatan Dalam Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam
penerapan azas transparansi dan akuntabilitas terdiri dari dua faktor yaitu:

1. Hambatan Internal.

2. Hambatan Eksternal.

Sehubungan dengan hambatan dalam penerapan azas transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan (publik) telah
diwawancarai Kabag Administrasi Pembangunan M. Nurdin, menyatakan
pendapatnya bahwa :

Kami menilai bahwa hambatan internal dalam penerapan azas transparansi
dan akuntabilitas yaitu menyangkut dengan aparatur pelaksana
administrasi publik (pemerintahan) antara lain, kesadaran masih rendah,
disiplin masih rendah, sikap ketaatan terhadap hukum dinilai belum
maksimal, sumberdaya aparatur masih rendah, sarana dan prasarana juga
masih terbatas. (Wawancara, 26 Oktober 2011)

Pendapat yang sama disampaikan Kasubbag Otonomi daerah Januar
menyatakan pendapatnya bahwa:

Hambatan internal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas
yaitu menyangkut dengan aparatur pelaksana administrasi publik
(pemerintahan) itu sendiri antara lain, kesadaran masih rendah, disiplim
masih rendah, ketaatan terhadap hokum dinilai belum maksimal, sumber
daya aparatur masih rendah, sarana dan prasarana masih terbatas.
(Wawancara, 27 Oktober 2011).

Hambatan eksternal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak
organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti Kkurangkepedulian pimpinan

lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku negative
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seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh berbagai informasi baik
mengenai pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hambatan eksternal tersebut telah diwawancarai
Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana Muhammad Syarif, mengatakan
pendapatnya bahwa :

Hambatan eksternal dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak
organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurang kepedulian pimpinan
lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku
negative seperti kurang mengikuti media massa untuk ‘memperoleh
berbagai informasi baik mengenai pemerintahan  dan pembangunan
(Wawancara, 28 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan sehubingan dengan hambatan eksternal tersebut
telah diwawancarai Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana pada
Bagian Organisasi Muhammad Syarif, mengatakan pendapatnya bahwa :
Hambatan eksternal, dalam penerapan azas transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) adalah dipihak
organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti kurang kepedulian pimpinan
lembaga pemerintah, warga masyarakat masih menunjukkan perilaku
negative seperti kurang mengikuti media massa untuk memperoleh
berbagai informasi 'baik mengenai pemerintahan dan pembangunan
(Wawancara, 1 Oktober 2011).

Pendapat yang sama disampaikan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Azmimenyatakan bahwa :

Adapun yang menjadi hambatan eksternal dalam penerapan azas
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan adalah dipihak organisasi atau masyarakat itu sendiri, seperti
kurang kepedulian pimpinan lembaga pemerintah, warga masyarakat
masih menunjukkan perilaku negative seperti kurang mengikuti media
massa untuk memperoleh berbagai informasi baik mengenai pemerintahan
dan pembangunan (Wawancara, 2 Oktober 2011).
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Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa
pada prinsipnya mendukung pendapat tersebut di atas. Penulis menilai hambatan
dalam penerapan kedua azas yaitu transparansi dan akuntabilitas dapat dinilai dari
faktor internal maupun eksternal. Dari sektor internal berasal dari dalam diri
aparatur penyelenggara administrasi publik (pemerintah). Sedangkan faktor
eksternal berasal dari organisasi atau pihak luar termasuk pimpinan (atasan) dari
maing-masing aparatur itu sendiri. Azas transparansi adalah mengharapkan agar
pemerintah membuka diri baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun
akses informasi publik, sehingga masyarakat memahami dan mengetahui berbagai
program pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pada Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh.

Demikian juga penerapan aza akuntabilitas baik akuntabilitas politik,
akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum sudah dilaksanakan.
Akuntabilitas politik dimana pertanggunganjawaban telah disampaikan kepada
DPRK, akuntabilitas keuangan telah disampaikan kepada aparatur pengawas
BPK, BPKP dan Inspektorat Kota Banda Aceh. Namun penerapannya masih
memerlukan ‘peningkatan-peningkatan, sehingga kedua azas tersebut dapat
diterapkan secara maksimal.

3. Upaya dan Langkah yang Perlu Ditempuh

Adapun upaya atau langkah strategis yang perlu ditempuh dalam
menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam membangun sistem
administrasi publik (pemerintahan) berdasarkan prinsip-prinsip good governance

(pemerintahan yang baik) pada Sekretariat Kota Banda Aceh adalah :
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1. Azas Transparansi
Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab kendala dalam
membangun prinsip transparansi ini adalah :

a. Meningkatkan sikap keterbukaan sehingga masyarakat mudah
memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan
yang baik. Sikap transparan (keterbukaan) membuat masyarakat
memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan
sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan
keterbukaan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,
sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengikuti tentang
proses pelaksanaan pemerintahan | dan® pembangunan. Apabila
penyelenggaraan pemerintahan secara transparan akan memperkecil
peluang bagi aparatur pemerintah-untuk melakukan berbagai pelanggaran
seperti korupsi, kolusi dan.nepotisme, penyalah gunaan wewenang dan
penyalah gunaan kekuasaan.

b. Meningkatkan sistem dan arus informasi yang dapat diakses dari berbagai
saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak, elektronika maupun
media internet (website).

¢. Menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya
informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu
langkah yang perlu ditempuh adalah menerapkan elektronika government
(e-government) sesuai peraturan presiden nomor 3 tahun 2003.

2. Azas Akuntabilitas
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Upaya atau langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab hambatan

dalam membangun prinsip akuntabilitas ini adalah :

a. Meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan jawaban dan
meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan
jawaban secara logika dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap
hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

b. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal
yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti. memberikan
pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi < kerupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga.

¢. Melaksanakan sistem LAKIP dan/ SAKIP secara objektif dan
berkesinambungan.

Sehubungan dengan upaya-atau langkah yang perlu dilakukan dalam
rangka menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas pada Sekretariat Kota
Banda Aceh telah diwawancarai Asisten Administrasi Umum Amiruddin Thahir
mengatakan bahwa.:

Menurut kami bahwa upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam
menerapkan azas transparansi adalah Meningkatkan budaya bahwa
pentingnya pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan
aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika dan dapat
dipertanggungan jawabkan terhadap hokum dan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas (Wawancara, 3 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Sulfitra akademisi Muhammadiyah Aceh
menyatakan bahwa :

Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal
yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan
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jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti
penggelembungan nilai dan harga, menyalahgunakan kewenangan yang
telah dipercayai oleh rakyat. (Wawancara, 4 Oktober 2011).

Pendapat lain disampaikan Ali Amin akademisi Muhammadiyah Aceh
menyatakan bahwa :

Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal
yang dapat diterima oleh akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan
jawab tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti
penggelembungan nilai dan harga dan melaksanakan sistem LAKIP dan
SAKIP secara objektif dan berkesinambungan. (Wawancara, 5 Oktober
2011).

Berdasarkan pendapat informan di atas maka penulis berpendapat bahwa
upaya atau langkahyang perlu ditempuh adalah, pertama meningkatkan sikap
keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi
mengenai pemerintahan. Sikap transparan (keterbukaan) membuat masyarakat
memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang
dilaksanakan oleh pemerintah. Prinsip ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk
menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat
memahami dan dapat mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan secara transparan akan
memperkecil peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai
pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang
dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, meningkatkan sistem dan arus informasi
yang dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media
cetak, elektronika maupun media internet (website). Ketiga adalah menumbuhkan

budaya masyarakat dan aparatur akan pentingnya informasi publik dalam
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kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu langkah yang perlu ditempuh
adalah menerapkan elektronika government (e-government) sesuai peraturan
presiden nomor 3 tahun 2003.

Demikian juga menerapkan azas akuntabilitas, upaya atau langkah yang
perlu ditempuh adalah,pertama meningkatkan budaya bahwa pentingnya
pertanggungan jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat
pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggungan jawabkan
terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kedua meningkatkan
system akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima oleh
akal sehat, dalam arti memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya indikasi
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), seperti penggelembungan nilai dan harga.
Ketiga melaksanakan sistem LAKIP dan. SAKIP secara objektif dan
berkesinambungan.

C. Pembahasan dan Analisis
1. Penerapan Azas Transparansi
a. Transparansi Kebijakan

Transparansi dalam bidang kebijakan lebih terfokus pada proses
pengambilan ‘kebijakan itu sendiri, dimana masyarakat belum diikutsertakan
bersama-sama dengan pemerintah dan swasta dalam menentukan kebijakan
terutama yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.
Disamping proses kebijakan juga menentukan bersama tentang kebijakan yang

perlu diambil dalam rangka kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Setelah
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penentuan dan memproses kebijakan secara bersama-sama juga kebijakan tersebut
dapat diterapkan secara bersama-sama pula.
b. Transparansi Informasi

Azas ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk menyampaikan berbagai
informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan
mengikuti tentang proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila
penyelenggaraan pemerintahan tertutup atau tidak transparan akan member
peluang bagi aparatur pemerintah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti
Korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan
kekuasaan.

Namun keterbukaan informasi tersebut harus ada batasan-batasan sehingga
tidak terlalu melebar dan dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai
pendapat Agus Dwiyanto pada Bab 1 bahwa keterbukaan membawa konsekuensi
adanya kontrol sosial yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh
media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan
nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik
tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi
tersebut diberikan.

Penerapan azas transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator
seperti pada mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan (transparans) dan
standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. Mekanisme yang
memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan

pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik dan mekanisme

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16741969 pdf

yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atau penyimpangan
tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani keterbukaan pemerintah atas
berbagai aspek pelayanan publik, pada akhimya akan membuat pemerintah
menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan
dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000, ditegaskan bahwa
transparasi merupakan azas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
yaitu azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasu
pribadi, golongan dan rahasia negara.

Namun menurut United Nations Development Program (UNDP)
ditegaskan bahwa transparansi dimaksudkan tersedianya informasi secara bebas
dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh
suatu pelaksanaan keputusan. " Kemudian Informasi disediakan dengan isi yang
mudah dipahami. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang mudah, jelas
dalam pengambilan keputusan publik dan adanya komunikasi informasi antara
masyarakat.dan birokrasi.

Pada sisi lain Transparency Union of Government International. Bahwa
transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Kemudian proses
dan informasi mengenai kepentingan publik tersedia dan dapat diakses secara
langsung dan tersedia informasi yang mudah dimengerti sehingga memudahkan

untuk pengawasan.
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Menurut pandangan Joko Widodo pada Bab II di atas bahwa transparansi
lebih mengarah pada kejelasan mekanisme, formulasi dan implementasi
kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.
Kemudian rakyat secara pribadi maupun secara kelompok dapat mengetahui
secara jelas tanpa ada yang diragukan.

c. Transparansi Administrasi

Transparansi Administrasi dimaksudkan bahwa pada lembaga pemerintah
harus ada tertib administrasi dengan memiliki dokumen yang mudah dicari dan
diperoleh dan dapat dimiliki oleh publik. Pada sisi lain transparansi administrasi
bahwa semua program yang sudah, sedang dan akan dijalankan secara
administrative harus dapat dipertanggimgjawabkan berdasarkan logika yang benar
dan masuk akal, jelas dan transparan tidak ada hal-hal yang ditutupi.

Apabila suatu  kegiatan~ dapat  dipertanggungjawabkan secara
administrative dengan jujur, transparan, tidak ada hal-hal yang mencurigakan
terutama dalam penentuan harga, volume dan sebagainya.

2. Azas Akuntabilitas

Azas akuntabilitas mengharuskan aparatur pemerintah untuk memberikan
pertanggungjawaban secara baik dan benar. Akuntabilitas ini mencakup
akuntabilitas politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum.

Jika dikaitkan dengan pendapat Joko Widodo pada Bab 1l disimpulkan
bahwa akuntabilitas diperoleh melalui usaha imperative untuk membuat para
aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku

pemerintahan dan responsive kepada entitas dari mana mereka memperoleh
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kewenangan. Kemudian penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat
pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah
terpenuhi.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas maka Bintoro pada Bab II
menyatakan bahwa penerapan azas akuntabilitas dapat dilaksanakan dalam
beberapa bentuk (jenis) yaitu :

1. Akuntabilitas Politik, yaitu memberikan pertanggungan jawaban dari
pemerintah melalui lembaga perwakilan

2. Akuntabilitas Keuangan yaitu pertanggungan jawaban melalui pelembagaan
dan pengawasan BPK

3. Akuntabilitas Hukum, yaitu pertanggungan jawaban dalam bentuk aturan
hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hokum

4. Akuntabilitas Ekonomi yaitu pertanggungan jawaban dalam bentuk likuiditas
dan kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat
rakyat melalui sistem perwakilan.

Pendapat Jabra J.G pada Bab I di atas, bahwa prinsip akuntabilitas adalah
kunci dalam penyelenggaraan administrasi publik (good governance).Karena azas
akuntabilitas tidak hanya berlaku bagi lembaga pemerintah,tetapi juga disektor
swasta dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel kepada
masyarakat (publik) dan mitra kerja lainnya. Akuntabilitas publik merupakan
mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan
menjamin kewenangannya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional

yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi,efektifitas dan kejujuran dengan
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hasil sebesar mungkin. Dengan demikian,pelaku kebijakan publik harus dapat
bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan langkah-
langkah yang ditempuh dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang
diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat atau rakyat
merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Negara dan pemerintahan.

Secara teoritis (pendapat para ahli) bahwa prinsip transparansi
menghendaki agar masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui
dan memahami serta dapat memperoleh informasi dengan mudah tentang
kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, pada semua tingkat
pemerintahan, atau data dan informasi lainnya yg tidak dilarang menurut
peraturan perundang-undangan atau atas Kkesepakatan bersama. Menurut
pemikiran para ahli bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa
masyarakat atau sesama aparatur mengetahui dan dilibatkan secara bersama-sama
dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan
kepentingan mereka. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
aparatur pemerintah yang bersangkutan harus disediakan secara benar dan akurat.

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa
pada prinsipnya semua pimpinan lembaga pemerintah (dinas, badan, kantor dan
bagian) selaku pengambil kebijakan pada lembaganya masing-masing harus
memahami bahwa mereka berkaewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
setiap hasil kerjanya kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara

objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat
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dan hasil audit harus disampaikan kepada umum dan apabila terdapat kesalahan
harus diberi sanksi hokum (reward and punishment).

Adapun instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-
undangan yang ada dan dengan komitmen politik, akuntabilitas maupun
mekanisme pertanggung jawaban.sedangkan instrumen pendukungnya yaitu
pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara
pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pembagunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.
Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang perlu memberikan
peluang bagi masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam pemantauan, evaluasi dan pengawasan kerja sesuai bidangnya, walaupun
demikian masih tetap diperlukan adanya pengawasan dari luar.

Sehubungan dengan hal ini.penulis berpendapat prinsip transparansi dan
akuntabilitas dapat menjamin kemudahan didalam memperoleh data atau
informasi yang. akurat dan memadai. Informasi suatu kebutuhan penting
masyarakat. untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, karena itu pemerintah harus proaktif memberikan informasi
lengkap tentang kebijakan pemerintah dan layanan yang tersedia kepada
masyarakat.

Mengembangkan sikap dan perilaku yang dapat menumbuhkan prinsip
keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan informasi kepada publik.

Masyarakat perlu mengetahui apa program pembangunan yang sudah, sedang dan
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..ansparansi dimaksudkan agar rakyat diikut sertakan dalam
~ isan dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Secara
- sengamatan bahwa, pelaksanaan prinsip ini sudah mulai terlihat

- .:alam memberikan pertanggungjawaban di DPR Kota Banda

fain diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban
. tama dalam kerangka penegakan hokum dan dalam rangka
. badan dan kantor atau lembaga pemerintalkan daerah setiap
membuat SAKIP dan LAKIP. Melalui SAKIP dan Laporan
~asi Pemerintah (LAKIP) dapat dipelajari tentang baik-
. tu organisasi. (lembaga pemerintah)
~ dengan prinsip ini penulis sependapat dengan para ahli dan
:ng menyatakan bahwa akuntabilitas sangat penting dalam
1si publik yaitu' membangun pemerintahan yang baik (good
:gung jawaban merupakan langkah terakhir dari pelaksanaan
~rintahan dan pembangunan, dan kepada seluruh pimpinan
—ara hukum harus mampu mempertanggung jawabkan atas

"~ tugasnya.

- Dihadapi
‘batan yang dihadapi dalam penerapan azas transparansi dan
" dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

. berasal dari dalam diri aparatur, sedangkan faktor eksternal
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kendala yang berasal dari organisasi dan masyarakat. Adapun yang menjadi
kendala adalah :
1. Azas Transparansi

Hambatan secara internal dalam menerapkan azas transparansi
terindentifkasi bahwa masih ada perilaku aparatur yang masih kurang terbuka
(transparan) sehingga terkesan bagi masyarakat masih banyak yang
dirahasiakan yang sebetulnya tidak perlu dirahasiakan. Sikap tidak transparan
(tertutup) tidak perlu dipertahankan karena sikap tertutup . menyebabkan
masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa program yang telah dan sedang
dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian rakyat tidak memahami dengan
baik tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Kemudian
dengan sikap tertutup tidak menimbulkan sikap responsiveness masyarakat
dan tidak dapat memberikan-partisipasi masyarakat secara aktif dalam
pelaksanaan program pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat Jabra pada Bab II di atas maka penulis
berpendapat bahwa transparansi harus lebih mengutamakan keterbukaan
untuk «menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, sehingga
masyarakat dapat memahami dan mengikuti tentang proses pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan. Apabila penyelenggaraan pemerintahan
tertutup atau tidak transparan akan memberi peluang bagi aparatur pemerintah
untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi, kolusi dan nepotisme,

penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.
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Hambatan eksternal dalam menerapkan azas transparansi ini, menurut
pengamatan penulis masih lemahnya system informasi yang belum
menggembirakan, sehingga informasi belum dapat disampaikan secara
transparan kepada masyarakat dan adanya nilai budaya yang berlaku dalam
masyarakat masih kurang menyadari pentingnya informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sikap kurang kepedulian
serta kepentingan terhadap informasi tentang pembangunan dan
pemerintahan.

2. Azas Akuntabilitas

Hambatan secara intermal dalam menerapkan azas akuntabilitas ini
adalah terindikasi masih ada sebagian ‘kecil® aparatur belum memiliki
kompetensi  (sumberdaya  aparatur) . yang kualified memberikan
pertanggunganjawaban administrasi- secara hukum baik kepada rakyat
maupun kepada pemerintah. Sehingga masih ada pertanggungan jawab yang
disampaikan DPRK' masih banyak yang dipertanyakan karena belum
meyakinkan dan tidak berdasarkan logika.

Hambatan secara eksternal dalam menerapkan azas akuntabilitas ini
adanya.indikasi masih lemahnya sistem akuntabilitas yang belum memadai
dan adanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang masih
menganggap kurang pentingnya pertanggunganjawaban kepada masyarakat
dan pemerintah. Azas akuntabilitas ini akan memberikan koreksi tentang

penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan yang baik), dengan
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demikian aparatur dapat memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi agar
lebih baik lagi di masa mendatang.
3. Upaya dan langkah yang perlu dilakukan
Upaya dan langkah strategis yang perlu ditempuh dalam menerapkan
azas transparansi dan akuntabilitas adalah :
1. Azas Transparansi

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas
transparansi ini adalah, meningkatkan sikap keterbukaan sehinigga masyarakat
mudah memperoleh berbagai informasi mengenai membangun pemerintahan
yang baik. Sikap transparan membuat adanya keterbukaan bagi masyarakat
untuk memahami dan mengetahui secara jelas apa program yang telah dan
sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

Upaya lain yang perlu-ditempuh adalah, meningkatkan sistem dan
arus informasi yang dapat ‘diakses dari berbagai saluran informasi yang ada,
baik melalui media cetak, elektronika maupun media internet (website).
Disamping .itu_upaya untuk menumbuhkan budaya masyarakat dan aparatur
akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Salah .satu langkah penting yang perlu ditempuh dalam hal ini adalah
membangun elektronika government (e-government) sesuai Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Secara eksternal adalah masyarakat dapat meningkatkan budaya

membaca dan mengikuti media massa baik media cetak maupun elektronika
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serta meningkatkan budaya akan pentingnya informasi tentang pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan.
2. Azas Akuntabilitas

Upaya atau langkah yang perlu ditempuh dalam menerapkan azas
akuntabilitas adalah, meningkatkan budaya bahwa pentingnya pertanggungan
jawaban dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam membuat
pertanggungan jawaban secara logika dan dapat dipertanggung jawabkan
terhadap hukum dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Pada tatanan lain yang perlu diupayakan .adalah, meningkatkan
sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima
oleh akal sehat, dalam memberikan pertanggungan jawab tanpa adanya

indikast korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
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BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu serta data dan
informasi dari hasil wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan azas Transparansi dalam penyelenggaraan sistem administrasi publik
(pemerintah) pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, diselenggarakan dalam tiga
bentuk transparansi yaitu transparansi kebijakan, transparansi informasi dan
transparansi administrasi.

Penerapan azas akuntabilitas dalam membangun sistem ‘administrasi publik
(pemerintah) diselenggarakan dalam tiga bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas
politik, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum.

Pada dasarnya kedua azas tersebut (transparansi dan akuntabilitas) sudah diterapkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan (administrasi publik) dengan baik, tetapi belum
terwujud secara maksimal, masih.memerlukan peningkatan-peningkatan agar kedua
azas tersebut dapat terwujud secara maksimal.

2. Hambatan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam membangun
sistem administrasi publik (penyelenggaraan pemerintahan) pada Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh, terdiri dari dua faktor yaitu faktor hambatan internal dan faktor
hambatan eksternal, yaitu:

1. Azas Transparansi, hambatan Internal masih ada sikap bersifat tertutup dan masih
belum ada kesediaan untuk membuka diri baik dalam kebijakan, transparansi
informasi dan transparansi administrasi. Hambatan eksternal dinilai masyarakat

terkesan masih sukar untuk mendapatkan berbagai informasi tentang
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masih ada budaya yang
menganggap kurang pentingnya terhadap akses informasi.

2. Azas Akuntabilitas, hambatan internal adanya indikasi masih rendahnya sumber
daya aparatur dalam memberikan pertanggungan jawaban berdasarkan sistem
administrasi publik (pemerintahan) yang baik yaitu teransparan dan terbuka yang
berdasarkan logika yang benar.

Secara eksternal pimpinan atau organisasi belum memberikan bimbingan dan
arahan secara maksimal kepada aparaturnya dan kesempatan untuk mengikuti

diklat dalam bidang tugasnya juga sangat terbatas.

B. Saran-saran
1. Praktis

a. Kepada aparatur pemerintah pada lembaga ‘pemerintahan dalam semua lini
organisasi dapat memperkokoh komitmen dan mempertinggi semangat, motivasi
untuk menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas. Karena kedua azas tersebut
merupakan inti daripada good governance dan mencerminkan adanya keterbukaan
yang menunjukkan adanya iktikad baik dan mencerminkan adanya kejujuran pihak
aparatur sebagai penyelenggara administrasi publik.

b. Kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat meningkatkan pemahaman dan
memperkokoh komitmen dan sikap saling kepedulian, untuk menerapkan azas
transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
secara serius dengan langkah yang lebih kongkrit, sehingga azas transparansi dan
akuntabilitas tersebut dapat dibangun secara optimal dalam rangka penyelenggaraan

sistem administrasi publik yang terbuka di Sekretariat Kota Banda Aceh.
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c. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif baik kepada aparatur
(birokrasi) maupun bagi warga masyarakat, sehingga semua pihak dapat memahami
dengan baik tentang bebagai kebijakan dan aturan yang menyangkut dengan azas
transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun sistem administrasi publik
(pemerintahan) yang baik. Melalui sosialisasi masyarakat dan aparatur birokrasi
dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami dengan baik tentang hak-haknya,
tugas dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk
memperkaya kajian dalam Sains Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam penerapan azas
transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun Sistem administrasi publik

(pemerintahan) yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

3. Upaya atau langkah strategis yang ditempuh dalam menerapkan azas transparansi dan

azas akuntabilitas adalah :

a. Azas Transparansi, upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sikap
keterbukaan sehingga masyarakat mudah memperoleh berbagai informasi
mengenai pemerintahan yang baik, meningkatkan sistem dan arus informasi yang
dapat diakses dari berbagai saluran informasi yang ada, baik melalui media cetak,
elektronika maupun media internet (website) dan menumbuhkan budaya
masyarakat akan pentingnya informasi publik dalam kehidupan bernegara dan
berbangsa.

b. Azas Akuntabilitas, upaya yang perlu diupayakan dalam menerapkan azas
transparansi dan akuntabilitas adalah meningkatkan budaya bahwa pentingnya
pertanggungan jawaban secara baik sesuai dengan aturan yang ada dan

kemampuan aparatur dalam membuat pertanggungan jawaban secara logika yang
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benar dapat diterima dengan pikiran yang logis. Upaya lain adalah meningkatkan
sistem akuntabilitas kinerja pemerintah secara maksimal yang dapat diterima
oleh akal sehat, tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
seperti penggelembungan nilai dan harga, melaksanakan sistem LAKIP dan

SAKIP secara objektif dan berkesinambungan.
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2004.
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LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang transparansi dan akuntabilitas ?

2. Menurut Bapak/ibu bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan administrasi publik yang baik ?

3. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu pemahaman tentang transparansi
kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi ?

4. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang penerapan azas'transparansi pada
Sekretariat Kota Banda Aceh ?

5. Bagaimana menurut pandangan Bapak/ibu téntang kualitas penerapan azas
transparansi pada Sekretariat Kota Banda 'Aceh ?

6. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan azas transparansi ?

7. Apa upaya dan langkah ‘yang ditempuh dalam penerapan azas
transparansi?

8. Bagaimana pengaruh sumberdaya manusia bagi aparatur, kesadaran
aparatur dan komitmen pimpinan dalam penerapan azas transparansi dan
akuntabilitas pada Sekretariat Kota Banda Aceh ?

9. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang pemerintah yang baik ?

10. Mengapa pentingnya azas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan

administrasi publik pada lembaga pemerintah ?
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LAMPIRAN 11
TABEL
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No Nama Informan Jabatan Informan | Alamat
1. | Drs. Tarmizi Yahya, M,M Ast. Pemerintahan Banda Aceh
2. | Drs. Ramli Rasyid, M.Si,M.Pd Ast. Keistimewaan Banda Aceh
3. | Drs. Amiruddin Thahir, M.M Ast. Administrasi Umum Banda Aceh
4. | Drs. T. Samsuar, M.Si Kabag Tata Pemerintahan Banda Aceh
5. | Muchlis, S.H Kabag Hukum Banda Aceh
6. | Drs. Mahdi Kabag Humas Banda Acch
7. | Sofyan Hidayat, S.E.Ak Kasubbag Keuangan Banda Aceh
8. | Muhammad Rizal, S.STP Kasubbag Tata Usaha Banda Aceh
9. | Nurbayati, S.H.,M.IL Kasubbag Undang-undang Banda Aceh
10. | M. Nurdin, S.Sos Kabag Adm. Pembangunan Banda Aceh
11. | Arie Januar, S.STP Kasubbag Otda Banda Aceh
12. | Muhammad Syarif, S.HI Kasubbag Kelembagaan/ Banda Aceh

Tata Laksana

13. | Azmi, S.H Kasubbag Bantuan Hukum Banda Aceh
14. | Sulfitra, S.S1.,M.Si Akademisi UNMUHA Banda Aceh
15. | Ali Amin, S.E.,M.Si.Ak Akademisi UNMUHA Banda Aceh
16. | Drs. Tarmizi Gadeng, M.Si. Akademisi UNMUHA Banda Aceh
17. | H. Bachtari Arhas Tokoh Masyarakat B. Aceh Banda Aceh
18. | Said Firdaus, S.E Tokoh Masyarakat B. Aceh Banda Aceh
19. | Drs. Zainal Arifin Tokoh Masyarakat B. Aceh Banda Aceh
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LAMPIRAN 1
TABEL
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No. | Nama Informan Jabatan Informan Alamat

i Drs.Tarmisi Yahya, MM, Ast. Pemerintahan Banda Aceh |

z Prs.Ramii Rasyid, M.ST.M.Pd. | Ast. Keistimewaang Banda Acelr

3 | Drs.Amimuddin Thahit MM. | Ast Administrasi Umum | Banda Aceh
|4. | Drs. T.Samsuar,M.Si Kabag Tata Pemerintahan | Banda Aceh

5 Muchlis, S.H. Kabag Hukum Banda Aceh

6 Drs. Mahdi Kabag Humas Banda Aceh
17 Sofyan Hidayat S E.Ak { Kasubbag Keuangan Banda Aceh

8. Muhammad Rizal, S.STP Kasubbag Tata Usaha Banda Aceh

9 Nurbayati, S I1, M.IL Kasubbag undang-undang | Bada Acch

10 { M. Nurdin, S.Sos Kabag Adm.Pembangunan | Banda Aceh

11 | Anie Januar, SSTP Kasubbag Otda Banda Aceh

12 | Muhammad Syarif, S.HI Kasubbag Kelembagaan/ Banda Aceh

Tata Laksana

13 | Azmi,S.H. Kasubbag Bantuan Hukum | Banda Aceh
{14 | Sulfitra, S.8i.,M.Si Akademisi UNMUHA | Banda Aceh

15 | Ali Amin, S E M Si Ak Akademisi UNMUHA. Banda Aceh

16 | Drs.Tarmizi Gadeng,M.Si. Akademist UNMUHA Banda Aceh

17 | H.Bachtari Arhas Tokoh Masyarakat B.Aceh | Banda Aceh

i8 | Said Firdaus, S.E. Tokoh Masyarakat B.Aceh { Banda Aceh

19 | DrsZainal Arifin. Tokoh Masyarakat B.Acehr | Bamda Aceh
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LAMPIRAN IV
GRAFIK.
JUMELAH PENDUBUK KOTA BANDA A€CEH
s | |
B Laki-laki
8 Perempuan
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JUMLAH PAN KEPABATAN PENBUBUK KOTA BANDA ACEH

MENURUT KECAMATAN (Per-Km2)

3.749

222 3 2320 145 232 L7210 {12189 { 1.6
2 | JayaBarw 12340 75% 1235 | 1377 | 15317 | L0t | 20658 | 5465 | ZGRXF [ ST}
3 | BandaRaya | 24257 642 421 | 2427 | 20363 [12936 | 20907 | 4365 | 20127 | 4249
4 | Baiturahman | 33.582 7400 | 33657 | 3366.| 0989 | 1098 | 36124 | 7957 | 3553 | 2743
S | LuengBatz | 19284 361 1939 | 2149 | 7308F | 256¢ | 22025 | 4125 | ZE49T | 4014 |
6 | Kuta Alam 35.003 349 35088 | 37190 | 43746 | 3976 | 43792 | 4357 | 42.664 | 4245
7 | KutaRaja 2978 57 393 302 63 | 713 | 89% | 1550 | 7890 | 1544
8 | SyishKuala | 25418 178 25473 | 2547 | 30867 | 3086 | 33433 | 2348 | 32564 | 2287
9 | UlecKareng | 22768 | 3700 | 2283 | 2536 | 2793 | 3104 | 20409 [ 3319 | [9865 | 3.230

Sumber : BPS Kota Banda Aceh tahun 2010
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LAMPIRAN VI
TARBFL

JUMLAH DAN KONDIST UMUM PRASARANA DAN SARANA
PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH, 2009.

1 |TK 66 | 71 | 65 L 207 @ | 11} 1 8

2 |sD 80 | 80 | 52 [ 630 | 26 2 13
{ 3 |pam 12 | 12 | 12 [199] 0 | 4 0

3 | smP 27 28 | 16 { 336 | 11 31 1

4 | MTsN g o o |104| o {1t | o

5 | sMU 24 | 25 [ 20 ({312 ] 8} 33 | o 11
| 6 | SMK 7 7 s {118 | D 1 0 D

7 {MA 7 7 7 { 74| o 0 0 0o

8 | Pesantremn 16 22 33 22 & O 13 3

9 | SLB 9 9 0 o 0 0 0 0

Svamber : Dinas Perulidikonm Pernrda dan Oloh Raga Kota Barnda Aceh Tahun 2010
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Lampiran I : Qanun Kota Banda Aceh

. Garis Komando
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